
4. Undang-Undang ... 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

WALI KOTA MAKASSAR, 
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10. Peraturan ... 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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MEMUTUSKAN ... 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keunagan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2022 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2024 Nomor 3); 

17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022); 

18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 46); 
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3. Tran sf er . . .

1 Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.568.267.701.812,65 
b. Dana Perimbangan Rp 2.448.087. 150.383,63 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah R~ 33.022.649.750,50 

Jumlah Pendapatan Rp 4.049.377.501.946,78 

2 Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp 1. 253.282 .4 28.09 5 ,60 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 1.876.356.145.729 ,80 
3) Belanja Bunga Rp 
4) Belanja Subsidi Rp 
5) Belanja Hibah Rp 238.974. 773.472,00 
6) Belanja Bantuan Sosial Rp 5.807.300.000100 

Rp 3.374.420.647.297,40 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah Rp 
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 385' 762. 710.688,00 
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 237' 970.651.002,00 
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 486.632.963.599,00 
5) Belanja Modal A set Tetap Lainnya Rp 17.473.131.370 ,00 
6) Belanja Modal Aset Lainnya RQ 2 .969 .025.039100 

R~ 1.130.808.481.698£00 
c. Belanja Tidak Terduga 

1) Belanja Tidak Terduga Rp 2.498.442.975100 
R~ 2.498.442.975100 

Jumlah Belanja Rp 4.507.727.571.970,40 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas: 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 
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Pasal 6 ... 

Pasal5 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ringkasan Laporan Realisasi 
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal2 

Rp 294.185.698.653,19 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp 752.535.768.676,81 

Rp 752.535.768.676/81 
Rp 

4 Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp ( 458.350.070.023,62) Surplus/ (Defisit) 

Rp Jumlah Transfer 
Rp 

3 Transfer 
a. Transfer/Bantuan Keuangan 

1) &intuan Keuangan Ke Pemerintah Daeral Rp 
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Muhammad Izhar Kur · an, SH., MH 
Penata Tk. I (III/ d) 
NIP 198512282008011003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian ukum 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 

FIRMAN HAMID PAGARRA 

ttd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

ttd 

WALI KOTA MAKASSAR, 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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